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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT
KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN

KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal
8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7
Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten
Luwu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Prosedur Penerbitan Dokumen Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

N

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4401);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
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9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

i

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MENHUT-
1I/2006 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.62/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan  Surat
Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) untuk
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari
Hutan Hak;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-

1I/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang
Berasal Dari Hutan Negara,

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-

14.

/2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang
Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU)
Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal
Dari Hutan Hak;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Nomor 179);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 181); \lf



16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6
Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 194);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7
Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan Di Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN
KABUPATEN LUWU UTARA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

ol

Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Bupati adalah Bupati Luwu Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah daerah.

Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu
Utara.

Kehutanan adalah Sistim Pengurusan yang bersangkaut paut dengan
hutan, Kawasan Hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara
terpadu.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Hutan Hak yang selanjutnya hutan milik adalah hutan yang berada
pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar
kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokok. \4



10.Hasil hutan (kayu dan bukan kayu) adalah benda benda hayati yang
berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.

11.Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat KB adalah bagian dari pohon
yang ditebang dan dipotong menjadi Batang

12.Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan
dari KB dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau alat
sejenisnya.

13.Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya
disingkat P2LHP adalah Pegawai Kehutanan yang memenuhi
kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan
diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan
pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat.

14.Pejabat Pengesah Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang
selanjutnya disingkat P2LP-HHBK adalah Pegawai Kehutanan yang
memenuhi kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang
diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk
melakukan pengesahan laporan produksi hasil hutan bukan kayu.

15.Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat yang selanjutnya
disingkat P2SKSKB adalah pegawai yang bekerja di bidang
kehutanan baik PNS maupun bukan PNS, yang mempunyai
kualifikasi sebagai Pengawas Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan
diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB.

16.Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya
disingkat P2SKAU adalah Pegawai yang bekerja di bidang
kehutanan maupun Kepala Desa/Lurah yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usulan Kepala Dinas yang diangkat dan diberi
wewenang untuk menerbitkan dokumen SKAU.

17.Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang
merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan
dalam penatausahaan hasil hutan.

18. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat Cap KR yang selanjutnya disingkat
SKSKB-KR adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat
yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan
atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu pacakan
yang diangkut secara langsung dari areal ijin yang sah pada hutan
hak.

19.Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah
dokumen angkutan untuk jenis — jenis kayu tertentu sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berasal dari
hutan hak atau lahan masyarakat.

20.Dokumen Langsiran adalah dokumen angkutan antara dari titik — titik
pengumpulan kayu di kebun/lahan masyarakat ke lokasi pemuatan
angkutan utama dan bukan ke tujuan akhir pengangkutan.



21.Nota Penjualan adalah Nota penjual kayu yang diterbitkan oleh
pemilik kayu atau dapat berupa kwitansi bermaterai cukup yang
berlaku umum di masyarakat.

22.Buku Ukur yang selanjutnya disingkat BU adalah catatan harian atas
hasil pengukuran kayu tebangan yang dibuat di TPn.

23.Daftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat DKB adalah dokumen
yang memuat identitas kayu bulat sebagai dasar penerbitan dan
merupakan lampiran SKSKB/SKAU.

24 Daftar Kayu Olahan yang selanjutnya disingkat DKO adalah
dokumen yang memuat identitas kayu olahan sebagai dasar
penerbitan dan merupakan lampiran SKSKB-KR/SKAU.

25.Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat
LHP-KB adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan
pohon berupa kayu bulat.

26.Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya
disingkat LP-HHBK adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil
pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang
ditetapkan.

Pasal 2

Standar prosedur pelayanan dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pihak
yang terkait dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu di
Kabupaten Luwu Utara.

BAB I
PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU

Pasal 3

(1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dan non kayu waijib dilengkapi
dengan dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil
Hutan Kayu dengan blanko model pelayanan sebagaimana tercantum
dalam lampiran | dan Lampiran || yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan
terdiri dari :

Perizinan pemanfataan hasil hutan kayu dan non kayu yang sah;

LHP-KB dan LP-HHBK yang telah disahkan;

SKAU;

SKSKB cap KR;

Dokumen Langsiran;

Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);

Nota Penjualan atau kwitansi bermaterai cukup.
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Pasal 4

SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
digunakan khusus untuk jenis-jenis kayu tertentu sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

SKSKB cap KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
d digunakan untuk semua jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis
SKAU sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan FA-KO sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e
dan FA-HHBK sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f
mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan Nota Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e digunakan khusus untuk jenis - jenis kayu tertentu
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemilik kayu jenis kayu yang menggunakan Nota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menginginkan menggunakan
dokumen yang dikeluarkan oleh Pihak Kehutanan dengan alasan
keamanan, maka dapat menggunakan dokumen SKAU dengan
melampirkan Nota atau kwitansi penjualan bermaterai cukup dan
proses penerbitannya mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Khusus dokumen angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h hanya
dapat dipakai dalam satu kali pengangkutan.

BAB il
PELAYANAN PENGESAHAN LHP-KB DAN LP-HHBK

Pasal 5

(1) Sebelum LHP-KB di sahkan, perusahaan atau perorangan wajib

melakukan :

a. pemberian nomor pada batang dengan bahan yang tidak mudah
hilang;

b. pengukuran hasil hutan yang dituangkan dalam Buku Ukur
dengan menggunakan blanko model A.1; dan

c. penyusunan LHP-KB dengan blanko mode! A.2 berdasarkan
Buku Ukur dan Rekapitulasi LHP-KB dengan blanko mode! A.3

(2) Sebelum LP-HHBK di sahkan, perusahaan atau perorangan wajib

melakukan :

a. pengukuran berat, volume, jumlah HHBK yang dituangkan dalam
catatan hasil pengukuran; dan

b. penyusunan LP-HHBK dengan blanko model B.1 berdasarkan
catatan hasil pengukuran dan Rekapitulasi LP-HHBK dengan
blanko model B.2. \4?



Pasal 6

Dalam hal perusahaan atau perorangan pemilik izin tidak mampu
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka
dapat memanfaatkan jasa pihak lain yang cakap dalam penatausahaan
hasil hutan.

Pasal 7

(1) Prosedur pengesahan LHP-KB sebagai berikut :

a. perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat
Permohonan Pengesahan dengan blanko model A.4 kepada
P2LHP dengan melampirkan :

1. SK Perizinan untuk Badan Usahal/lzin Perorangan;
2. LHP-KB dan Rekapitulasi LHP-KB yang akan disahkan.

b. P2LHP melakukan pemeriksaan fisik kayu;

c. hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat dengan menggunakan blanko model A.5
dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB menggunakan
blanko model A.6 yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka
Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar
pengesahan LHP-KB; dan

d. pengesahan LHP-KB oleh P2LHP.

(2) Prosedur pengesahan LP-HHBK sebagai berikut :

a. perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat
Permohonan Pengesahan dengan blanko model A.4 kepada
P2LP-HHBK dengan melampirkan :

1. SK Perizinan untuk Badan Usahal/lzin Perorangan;
2. LP-HHBK dan Rekapitulasi LP-HHBK yang akan disahkan.

b. P2LP-HHBK melakukan pemeriksaan fisik kayu;

c. hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar
Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu Bulat dengan
menggunakan blanko model/ B.3 dan dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan LP-HHBK menggunakan blanko model/ B.4 yang
apabila hasilnya dinyatakan benar, maka Berita Acara
Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pengesahan LP-
HHBK; dan

d. pengesahan LP-HHBK oleh P2LP-HHBK.
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BAB IV
PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUTAN

Pasal 8

Prosedur penerbitan dokumen SKSKB-KR/SKAU sebagai berikut :

a.

(N

2

perusahaan atau perorangan pemilik izin mengajukan Surat

Permohonan Penerbitan dengan blanko model A.7 kepada P2SKSKB

atau P2SKAU dengan melampirkan :

1. SK Perizinan untuk Badan Usaha/izin Percrangan;

2. LHP-KB yang telah disyahkan oleh P2LHP;

3. DKB untuk Kayu Bulat dengan blanko mode! A.8;

4. DKO untuk Kayu Pacakan dengan blanko model A.9. beserta
Berita Acara Perubahan Bentuk dengan blanko rmodel A.70.

pejabat penerbit melakukan pemeriksaan administrasi dan

pemerikasaan fisik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Kayu dengan blanko model A.11.; dan

penerbitan dokumen SKSKB-KR oleh P2SKSKB atau SKAU oaleh

P2SKAU.

Pasal 9

Dalam hal mobil pengangkut utama tidak dapat menjangkau Iokasi
pemuatan karena kondisi jalan tidak memungkinkan maka dapat
menggunakan dokumen langsiran dengan blanko mode/ A.72 untuk
pengangkutan dari titk — titik pengumpulan kayu di kebun/tahan
masyarakat ke lokasi pemuatan angkutan utama.

Dokumen Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
oleh Pemegang lzin dan disahkan oleh P2SKSKB atau P2SKAU
ditampiri DKB untuk kayu bulat dan DKO untuk kayu pacakan beserta
Berita Acara Perubahan Bentuk dengan blanko model A. 10.

Pasal 10

Jenis kayu yang pengangkutannya menggunakan nota pembelian
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dilampiri DKB untuk kayu bulat dan DKO untuk kayu pacakan yang
diketahui oleh Polisi Kehutanan setempat.



Pasal 11

(1) Permohonan pengesahan LHP dan permohonan penerbitan
dokumen disampaikan paling lambat 7 (tujuh)} hari sebelum
pemeriksaan lapangan.

(2) Waktu pemeriksaan lapangan paling lama 7 (tujuh) hari (tergantung
jarak dan volume).

(3) Wakiu pengesahan LHP dan penerbitan dokumen paling lama 1 hari
(tergantung ketersediaan dokumen).

Pasal 12

Biaya pemeriksaan lapangan dan biaya lain yang terkait dibebankan
kepada pemohon.

BAB V
PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran dalam prosedur pelayanan dokumen surat keterangan
sahnya hasil hutan adalah :
a. apabila pelayanan pengesahan LHP-KB dan LP-HHBK tidak mengikuti

prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

b. apabila pelayanan penerbitan dokumen surat angkutan tidak
mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10 dan Pasal 11.

- Pasal 14

Terhadap P2LHP, P2LP-HHBK, P2SKSKB, P2SKAU yang melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi
berupa pemberhentian jabatan.



BAB V|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 ,pri1 2011

Telah diperiksa Paraf 4 BUPATI, ;)F
Kadis

Sekretaris }, . —
Dinas

Kabid g ‘lpAm N JUNAIDI }

Kaseksi /.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 12 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

M
P T e
MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 6  TAHUN 2011
TANGGAL 18 april 2011

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN | : BLANKO MODEL PELAYANAN PENGESAHAN LAPORAN
HASIL PRODUKSI KAYU BULAT (LHP-KB) DAN LAPORAN
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (LP-HHBK) :

Buku Ukur Kayu (Model A.1).

Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (Model A.2).
Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (Model A.3).
Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Model B.1).
Rekapitulasi Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Model
B.2).

Surat Permohonan Pengesahan LHP-KB (Model A.4).

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (Model A.5).

Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB (Model A.6).

Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Model B.3).

0 Berita Acara Pemeriksaan LP-HHBK (Model B.4)

bW

—“DF"."F”

LAMPIRAN Il : BLANKO MODEL PELAYANAN DOKUMEN SURAT
ANGKUTAN :

Surat Permohonan Penerbitan (Model A.7).

Daftar Kayu Bulat (Model A.8).

Daftar Kayu Olahan (Model A.9).

Berita Acara Perubahan Bentuk (Model A.10).
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kayu (Model A.11).
Dokumen Langsiran (Model A.12).

A
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Lampiran |
BUKU UKUR KAYU
Tanggal ;. . - 1 B
Nama Pengukur D reresseensirennnsnanninesas DESA I e
Pemilik Kayu D essesssseraerri e Kecamatan : .vcccccevceevvvenssinnans
Lokasi Pengumptlan Kayu @ oeccceeeereeranna,
No | Nomor| Jenis |Panjang Ukuran Kayu Ket.
Batang| Kayu (m} Bulat Pacakan*
Diameter (cm)] Volume (m?} | Lebar {cm) | Tebal {cm) | Volume (m?)
1 2 3 4 5 6 7 3 9 i0
Jumiah
*| hanya diisi apobilah yang di ukur vdalah kayu pacakan
engetahui :
Pemilik Kayu, Pengukur,
( ) (R veessoras )

Model A.1



Lampiran |

Nama Pernilik Nomor Izin
Alamat H Lokasi Penebangan
Nomor Telepon
LAPORAN HASIL P Y LHP-KB
(LHP-KB)
Nomor U PP P
Tanggal T ) I
Propinsi : Sulawesl Selatan
Kabupaten/Kota : Luwu Utara
Nomor . | Panjang Diamater (cm) Volume
No Batang Jenis Kayu _ Kelompok Jenis (m) | Pangkal] Ujang |Raeraml  (M3) Keterangan
JUMLAH -
Diperiksa dan disahkan oleh Pembuat LHP-KB,
F2LHP 0"
Reg. No. Pembuat LHP

Model A.2



Lampiran |

Nama Perusahaan/Pemilik : Nomor Izin
Alamat : Lokasl Penebangan
Nomor Telepon
REKAPITULASI LAPORAN HASIL PENEBANGAN KAYU BULAT
(RLHP-KB)
pomor
Tanggal ! .occeeercernveienens 20....,

Propinsi : Sulawesi Selatan
Kabupat ; Luwu Utara

- Target Volume
Jumlah Volume |Volume s/d LHP{ Jumfah Volume Berdasarkan

No Jenis Kayu Batang (m3) terakhir (m3) |s/d LHP ini (m3)

Sisa Target

Volume (m?) Keterangan

izin

1 2 3 4 5 [ 7 8 g
1 Kip Indah

3 Ny =

Jumlah
Il |Klp Meranti

[N

Jumlah
M Kip Rimba Campuran

[

Jumiah
JUMLAH TOTAL

..................... ) T

Diperiksa dan disahkan oleh Pembuat LHP-KE,
P2LHP L

Pembuat LHP

L L L« .

Model A3




Lampiran
Nama Perusahaan Kabupaten Kota
TIUPHHBK [ IPHHBK ¥}  : . occccssnemiasenns No/Tgl. IUPHHBK/IPHHBK i) I
Alamat Perusahaan & ..ccccceeccinniinns Lokasi Tempat Pengumpulan ¢ .ooceveoveoe
Nomor Telepon .........................
LAP ODUKSI HASI TAN B N KAY
({ LP-HHBK )
NOMOr I ccireneeemrreessee s e
Tanagal @ i Tahun

Provinsi et
Kabupaten /Kota & e

Jenis Hasil Hutan Jumlah Satuan / Berat e
ho Sukan Kayu Btg/bdl/ikat/...... *) Kg. /Ton /... % | Keterangan
1 2 3 9 5

Jumiah:
*} Coret yang tidak periu

............... ¢ eeernensemseesentenne 20 ...
Diperiksa dan disahkan oleh Pembuat LP-HHBK
P2LP-HHBK o S
Na.Reg.: e Jabatan

Model B.1




Lampiran : T
Nama Perusshaan D vt No/Tgl. IUPHH-BK/IPHM-BK 1) T
IUPHH-BK / IPHH-BK *) - Lokasi Tempat Pengumpulan ¢ oo
Alamat Perusahaan o
Nomor Telepon D svssssssmeetenerisissnen ......

REKAPITULAST LAPORAN PRODUKSY HASTL HUTAN BUKAN KAYU
( LP-HHBK )

Nomor LP-HHBK : ..........

Tanggal Yeennss tahun L
Provinsi S sermssvermersierseciirarrrasneninerenanas
Kabupaten / Kota L et seree e eerseasstesonneras
. . Jumlah Produksi/ Target Prod berdasarkan
No Jergzkl-;z:‘s:i:uutan Pengumpulan IUPHH-BK / IPHH-BK *) S(:{ss ;2:}9,? Keterangan
v (Kg/Ton *) (Kg/Ton ¥*)
1 2 3 4 5 6
Jumlah :
Catatan :
*) Coret yang tidisk periy
- Kplom Xeterangan ditsi nomor dan tangoal LP-HHBX
............... PRI ) |
Diperiksa dan disahkan oleh Pembuat LP-HHBK
P2LP-HHBK ) P etnisiiirrrenrseennecessonsrssonsnas
No.Reg.: ........... Jabatan

-Model B.2



Nomor
Lampiran:
Perihal

: Permohonan Pemeriksaan

dan pengesahan LHP/LP *)

Bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk mengadakan
LHP/LP *) kaml nomor .......... untuk bulan

KOP SURAT PEMEGANG IZIN

%

Larmnpiran ; {

Kepada Yth. :

Bapak .......ccceeriiceenn .
Pejabat Pengesah LHP/LP *)

di -

........

pemeriksaan serta mengesahkan
20 .. dengan rincian sebagai barikut :

il [VSTPISURROY P I SO bta/bdl/pes | = | cevrverennnns m3/smfton
nlll NPSOOROR I [T bto/bdpes | = | ... m3/sm/ton
il vy -0 ISV - | Dlofbdifpes | = [ T m3/sm/ton
ulll JesToveTRR I I btafbdifpes | = . m3/smfton
il IV htg/bd|, sl (P m3/sm/ton
- btg/bdl/pes | = m3/smfton
il TS ) [P bte/bdiipes [ = [ ... oo « | m3/smfton
Segala sesuatu yang berkaitan dengan kayu bulat / kayu bulat kecil / hasit hutan bukan kayu

*) tersebut kami nyatakan sebagai berikut :

1,

Bahwa kayu bulat / kayu bulat kecll / hasil hutan bukan kayu
nhya tersebut adalah hasil produksi dari blok tebangan nomor .........
/ perijinan yang sah nomor {untuk hasil hutan bukan kayu),

kami akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran asal kayu bulat / kayu
bulat kecil / hasil hutan bukan kayu *) yang dimohonkan pemeriksaan tersebut.

*} yang dibuat LHP/LP *)
Petak nomor ..........

Demikdan atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

..............................

.......................

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

2. Kepala Dinas Provinsi..... .: evreen resererenana
3. Kepala Balai Sertifikasj Penguji Hasil Hutan

Wilayah .....

di

.............................................

*} Coret yang tidak periy

Model A.4



Provinsi

Kabupaten / Kota

No. LHP-KB/SKSKB/ FA-KB *)
Tanggal

Intensitas Sampling

L L L Y T T P IR I T RS T T

Nama Perusahaan

Lampiran 1

. R PR PRI AN E R BN AT RANI LN AR

Blok Tebangan TahUun 1 .viiierersreeriesersnserssressones

Lokasi Pemariksaan

BERDASARKAN DOXUMEN

BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAN

o, | Nomor Ukuran

Ukuran

SELISIH PERBEDAAN

Balang | Jenis | Forjang | &p
(m) {am)

2u
{cm}

= o

lenls

Panjang

&p
{cm)

Zu
(em)

ox
{cm)

Val.
{m3}

Jenis

Ukuran Kat
Panjang | 2p gu 2x Yal.
{m) fem) | (em} | (em) | (m3)

1 2 3 3 5

6

{cm)
7

()
0

10

11

12

13

14

15 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Jumnlah :

Catatan :
¥) Coret yang tidak periv,

Saksi-saksi

“I II'-n----.-.-Ito--I-I-l'-lll-l-I-I'.

N- AN AR AA RN SR TR N A NI BAEr

Maogel A5

O ') D
P2LHP/Penerbit FA-KBK/P3KB %)

No. Reg. ! ...ovvnnranes

|




Lampiran : I
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LP-HHBK

Pada hari ini ...cccoennnens tanggal .............. BUlAN ..o TABUN ... Kami selaku petugas
yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi NnOmMor .........eecennee tanggal ........... telah
melakukan pemeriksaan hasll hutan bukan kayu di lokasi tempat pengumpulan hasil hutan bukan
kayu dengan perincian Sebagal DEMKUL tu i i rcuiiie e rssreiee s scsssstsssssmessresssees seoessnsssessemmssssmssns

1. Berdasarkan LP-HHBK yang diusulkan PT./CV. ...cceeeervnsrnenrns Nomor ........... Tanggal .........
JUMLAH "
JENIS HHBK BATANG/BUNDEL/......... % | . Ton [KQ/ voenn ®)
JUMLAH: | s | eeeereeroneeoes st

2. Hasit Pemeriksaan fisik hasil hutan bukan kayu.

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu
terlampir, hasiinya adalah sebagal DErKUL ... ivererereresinceeriecesearosseessnr e es e o oo

1. Perbedaan jumlah Batang/Bundel/........... i) 1 batang/bundel/........... x)
Perbedaan berat _
2. Perbedaan berat hasil pemeriksaan 100% = ......... %
3. Tidak terdapat / terdapat *) perbedaan jenis hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari :
8. crssesesereeermernenans 2 reeeereeenn batang / bundel
D ettt = verrrreeen batang / bundel
€. vreermsessssocrmseoneen T batang / bunde!

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan-sebagalmana
mestinya.

............ ¢ aneseessenessacsen 20 o
Saksi-saksi, P2LP-HHBK
i . L e
Reg.No. : ..............
y, R
Reg.No. : ..............
%) Coret yang bdak periy

Model B.4



Lampitan : I}

Lembar ke ; .,

Nama Perusahaan IUPHHK / IPHHK/ILS ¥) I e cvvineesrevacssanns
Alamat Perusahaan D ereeresssssansseaistit e rna e sanes
Nomaor Telepon D mresnsresssserer it e sreonearas i

DAFTAR KAYU BULAT

(DKB)

NOmMOr @ .o
Provinsi D erremssrresimresasnisesensanssanrsannes
Kabupaten / Kota @  .ecrrcrrrrinncnienisseninee somcenes

‘ Nomor Kelompok | Panjang | Diameter | Volume*
No | No dan Tgl LHP Batang Jenis (m) | (em) (m3) Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
|
|
I
Jumlah : _ : ! |
Catatan ;
*) Coret yang bidak periu
- Kolom 4 oiis! kelompok jerds Meranl), Rimba Sampuran, Kayu indak dan Kay1: Mewvah
- Kalom & o'l diameter rala-rata antara diameler panghal dan Zzmater yjung.
DKB ini merupakan Ian-ipiran SKSKB Nomar ....... B tanggal ..............
lllllllllllllll ' BARA RN FFAFRFUNERAAD 20 »
Diperiksa dan-disahkan : Dibuat oleh :
P25KSKB - o OOt
No.Reg.: vvveennns Jabatan

. Model A8



Lampiran: Il

BERITA ACARA
PERUBAHAN BENTUK
NOMOR :......cccieveerans
Pada hariini..............tanggal .............bulan..............tahun ....._..__...... yang berlanda tangan
dibawah ini :
Nama Perusahaan/Pemilik
Jabatan
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa felah dilakukan perubahan bentuk atas kayu Bulat sesual dengan DKB Nomor :
arsrmrennsscors e sveoes BNGGAl s ven evnenvns wen UK MBRGANGKULKE oo e
rere e eandengan perincian sebagai berikut ;
" Ukuran Jumlah | Volume
No [Kelompok Jenis' PxLxT) Batang M3) Keterangan
Jumlah
BAPB ini merupakan lampiran Tanggal :

Dermikian Berila Acara Perubahan Bentuk ini kami buat dengan sebenamya dan untuk dipergunakan sebageimana mestinya.

Diperiksa dan disahkan oleh Yang Menyatakan,
P2SKSKB Perusahaan/Pemilik Kayu
--------- _ul“ ==
No. Reg....oovvennisrs s

Model A.10



£ s Larmpiran : i

KOP SURAT PEMEGANG IZIN

SURAT LANGSIRAN
{KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN ANTARA)

Berlaku Selama 1 {Satu) Harl tanggal (Untuk Satu Kali Angkutan)
Nama Perusahaan/Pemilik : No. Perizinan
Alamat Perusahaan/Pemilik Tanggal
Lokasi
TEMPAT MUAT TUJUAN LANGSIRAN
Desa / Kelurahan .. Desa / Kelurahan
Kecamatan : . _Kecamatan
*“~bupaten : Kabupaten
ALAT ANGKUT = DOKUMEN INDUK YANG AKAN DIGUNAKAN
Jenis Alat Angkut I . SKALY Mo, :
Nomor Polisi
No. Jenis Kayu Jumlah Batang Volume (M3) Keterangan
1 2 3 4 5
Kayu Olahan Rakyat
JUMLAH
Disahkan Qleh : Pembuat LHP,
Penerbit SKAU/SKSKB Cv.

Jabatan

Model A.12



Provinsi

Kabupaten / Kota

No. LHP-KB/SKSKB/ FA-KB *)

Tanggal

Intensitas Sampling

m"w wa s wa g

L LT T T T L LR T T T v

e T PR L TR I I I

-::-.-...-.--::::-:-:o-..:-:-

Nama Perusahaan :

Blok Tebangan Tahun

Lokasi Pemariksaan :

Lampiran I

L T T L LT T T LT L T
N AR NN RN NSRS iy puvnnnsn AR bd iR

RN AA NGNS RN EAN IR pha g a

Nomor

No. Batang

BERDASARKAN DOKUMEN

BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAN

Janis

Ukuran

Panjang
{m)

Zp
{om)

gy
{cm)

gy Vol Jenis

Ukuran

lmaman
_{m)

ap
(cm}

Fu
{em)

ox
{cm)

Vol
(m3)

SELISTH PERBEDAAN !

Ukuran Ket

Jenis | Panjang
{m)

2p au Zx Vol,
(em) | (em) | (gm) | (m3)

1 2

4

3

6

(cm) Haw.v
7

0

10

1

12

12

14 15

16 17 18 19 20

Jumiah :

Catatan ;

*) Coret yong tidsk periu,

Saksi-saksi

N- L L R T,

Model A5

It--l‘--.t-!l\ --..---.Illlllinlily- MO el

P2LH

P/Penerbit FA-KBK/P3KB *)
|

LT I YT I R T T Y T T T

No. Reg. : weevevecsannns




Lampiran : I

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LHP-KB

Pada hari ini ............... tanggal ............... bulan ......... serenn tahun ......... kami selaku petugas
yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi nomor ............... tanggal ........... telah
melakukan pemeriksaan kayu bulat di lokasi TPn PT. .......... dengan perincian sebagai berikut :.....
1. Berdasarkan LHP-KB yang diusuikan Nomor .............. Tanggal ........
JENIS KAYU JUMLAH BATANG VOLUME (m3)
JUMLAH: | e | oo

2. Hasil Pemeriksaan fisik kayu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat terlampir, hasilnya
8dalah SEhAGAT DEIKUE 2 wovveeerssecser s remsssssass st eness s sessescesesesenses e s ses e

a. Perbedaanjumiah batang = ........... batang
b. Perbedaan jenis TR batang ( ........... %)

Perbedaan volume
Volume hasil pemeriksaan

¢. Perbedaan volume 100% = ......... %

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk penggunaan sebagalmana
mestinya.

............ g mreerneennsesennny 20 .
Saksi-saksi, P2LHP
) N R
Reg.No. : ..............
2 2e e ————
Reg.No
) Caret yang tidak periu

Modzl A.5



Lampiran : T
BERITA ACARA PEMERIKSAAN LP-HHBK

Pada harl Inf ...ocvveeeeee tanggal .............. bulan ......eeeeee. tahun ......... kami selaku patugas
yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Provinsi nomor ............... tanggat ........... telah
melakukan pemeriksaan hasil hutan bukan kayu di fokasi tempat pengumpulan hasil hutan bukan
kayu dengan perincian sebagai DEMKUL ... irsssssssscainseressanionsnnessesemssensassstossesossesesmssse e

1. Berdasarkan LP-HHBK yang diusufkan PT./CV. ..cevevverrvenrrnnn. Nomor ........... Tanggal .........
JUMLAH N
JENIS HHBK BATANG/BUNDEL/......... *) ~ Ton/Kg/ ... )
JUMLAH: T ] e | e e

2. Hasil Pemeriksaan fisik hasil hutan bukan kayu.

Menurut perhitungan yang didasarkan pada Daftar Pemeriksaan Hasil Hutan Bukan Kayu
terlampir, hasilnya adalah sebagai berikut :

...........................................................................

1. Perbedaan jumlah Batang/Bundel,........... i [T batang/bundelf........... *)
_ Perbedaan berat _
2. Perbedaan berat = hasil pemeriksaan X 100% = ......... %
3. Tidak terdapat { terdapat *) perbedaan jenis hasil hutan bukan Kayu yang terdivi dari :
- = rvenrerrenes batang / bundel
b. ... vessboemmmerrennaes = batang / bundel
€ mrrrmmrressirreseereerens = vraseecenns batang / bundel

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dani untuk penggunaan sebagaimana
mestinya.

............ 7 sessanmscmnraranes 20 oot
Saksi-saksi, P2LP-HHBK
D O
Reg.No
2 2h i eaveri s rreeens
Reg.No
*) Coret yang Udak perfy

Model B.4




Lampiran © It

Lembar ke : ..

Nama Perusahaan IUPHHK / IPHHK/ILS %) & ovveieeiieeeeeeessee e e
Alamat Perusahaan L rrerieeieimrasecsesesssssasnastacnonssens
Nomer Telepon D cemnienne Srererererraeaen R

DAFTAR KAYU BULAT

{DKB)

NOMOT : covevivrerrrerrennieecens
Provinsi D ittrerrersemeretniersacaiseteaste i
Kabupaten [ KO I oo vereenrresnoes saverons

Nomor Kelompok | Panjang | Diameter { Volume -
No | No dan Tgl LHP Batang Jenis (m) | tem) (m3) Keterangan
1 2 3. 9 5 6 7 8
|
1
f
|
- i 4
Jumiah ; i
ey L [ 1
Catatan ;
*) Coret yang tdak perit :
- Kodom 4 disi kelompok jenis Meranti, Rimba Campuran, Kavu 2adah dan Kap: Mesvah
- Kolom & oisi diameter rata-rata antara diameter pangkal dar Zizmater ujung.
DKB inl merupakan lampiran SKSKB Nomor ...... ........... vereee tanggal ...........
lllllllllllllll ’ LA AL AN TR R I LT N) 20 Ly L
Diperiksa dan disahkan : Dibuat oleh :
P2SKSKB - - , Pl e essttieeeereenr v
No.Reg.: .......... Jabatan

. Model A8



Lampiran ; It
BERITA ACARA
PERUBAHAN BENTUK
NOMOR : . ans
Pada hariini.............. tanggal ...........bulan ..............tahun ............. yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama Perusahaan/Pemilik
: Jabatan
Alamat H
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan perubahan bentuk atas kayu Bulat sesuai dengan DKB Nomor :
crevenmensnnssre e FBNGGEL 1 vt e e UMUK MENDANGKULKE ....oeoevcv e
cereuenneankl€Ngan perincian sebagai berikut :
. Ukuran Jumlah | Volume
No (Kelompok Jemsl PxLxT) Batang (M3) Keterangan
Jumlakh
BAPB ini merupakan lampiran Tangqgal :

Demikian Berita Acera Perubahan Bentuk ini kemi buat dengan sebenamya dar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Diperiksa dan disahkan oleh

P25KSKB

No.Reg....ocvnieevenaas

Model A.10

Yang Menyatakan,
Perusahaan/Pemilik Kayu




Jl"

RS B Lampiran - il

KOP SURAT PEMEGANG IZIA

SURAT LANGSIRAN
(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN ANTARA)

Berfaku Selama 1 (Satu} Har tanggal ......ceeecvevrreverenns (Untuk Satu Kali Angkutan)
Nama Perusahaan/Pemilik : . No. Perizinan RSO
Alamat Perusahaan/Pemilik  : . . Tanggal T rereeernrnreran
Lokasi :

TEMPAT MUAT TUIUAN LANGSIRAN

Desa / Kelurahan T eremeesatsesbeesesreammmnenaasioseeeae et s saneerans Desa / Kelurahan .

Kecamatan LA Kecamatan S reresrtsttrrereeaasaaaes
‘bupaten T ereeeteamnere e aeeen .. Kabupaten D irtirrrnseraras e nenneressens

ALAT ANGKUT DOKUMEN INDUK YANG AKAN DIGUNAKAN

lenis Alat Angkut D ieesven . .. SKAU No, D terceer e rrrree e rarens

Nomor Polisi 1 irecrrtessmnienenimans ’

No. Jenis Kayu Jumlah Batang Volume {M3) Keterangan

1 2 3 4 5

Kayu Olahan Rakyat

JUMLAH

Disahkan Oleh : Pembuat LHP,
Penerbit SKAU/SKSKB cv.

Moadel A.12



